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ABSTRAK
Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2015)

Nama : NUSRA ARINI
NIM 14001173044
Prodi : Hukum Islam

Tempat/ Tanggal Lahir  : So’e, 28 Desember 1986
Nama Orang Tua Ayah : Drs. H. Bahrin Lubis,S.H.,M.H (alm)
Ibu : Hj. Efri Zaidar Harahap
Pembimbing 1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A

Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan karena akan
memberikan perlindungan hukum serta jaminan terhadap hak-hak yang timbul dari
perkawinan. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang
hanya memenuhi rukun dan syaratnya tanpa pencatatan. Perkawinan dengan pencatatan
yang dipalsukan sebagaimana dalam penelitian ini merupakan perkawinan sirri dimana
suami dan isteri secara sadar melakukan tindakan hukum berupa pemalsuan buku nikah.
Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah status
perkawinan dengan pencatatannya yang dipalsukan perspektif hukum positif dan hukum
Islam. Kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap perkawinan dengan
pencatatan yang dipalsukan. Ketiga, bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari
perkawinan tanpa pencatatan.

Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yaitu suatu analisa data
yang tidak keluar dari ruang lingkup sample yang bersifat teori hukum yang bersifat
umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan
komparasi data yang ada hubungan dengan seperangkat yang lain. Lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Mataram dan narasumbernya adalah Hakim. Alat pengumpulan data
adalah studi dokumen dan wawancara. Semua data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: Pertama, status perkawinan dengan
pencatatan yang dipalsukan (kasuistis) dalam perspektif hakim adalah sah dan berkekuatan
hukum. Namun terdapat implikasi negatif terhadap tidak dapat terpenuhinya hak-hak istri
akibat perceraian, jika Kutipan Akta Nikah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tidak
berkekuatan hukum/palsu dijadikan alat bukti pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Kedua, Hakim pada Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
meskipun akta nikahnya palsu, namun akta ini dibuat secara sadar dan diketahui bersama.
Keduanya mengakui bahwa mereka telah menjalani hidup bersama sebagai suami isteri
selama 21 tahun dan dokumen tersebut meskipun palsu, namun sudah mereka gunakan dalam
urusan keperdataan. Adapun Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan
hukumnya sebagaimana yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram merupakan
putusan tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa akta nikah palsu, bukan




putusan yang membatalkan perkawinan dikarenakan Pengadilan Negeri bukanlah Pengadilan
yang berwenang untuk memutuskan itu. Adapun akibat hukum dari perkawinan yang
dilaksanakan tanpa adanya pencatatan, maka negara tidak dapat memberikan perlindungan
hukum mengenai status perkawinan, harta bersama dan hak-hak lainnya kecuali terdapatnya
kebenaran materil yang dapat dibuktikan di persidangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan yang dipalsukan, Hukum Positif, Hukum Islam



ABSTRACT
Legal Consequences of Marriages Whose Registrationis Falsified
Perspectives on Positive Law And Islamic Law
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Marriage registration is important for the validity of marriage because it will
provide legal protection and guarantees for rights arising from marriage. Meanwhile,
an unregistered marriage is a marriage that only meets the pillars and conditions
without recording. A marriage with falsified records as in this study is a sirri
marriage in which the husband and wife consciously take legal action in the form
of forgery of the marriage book. The main problem in this study is first, how is
the marital status with its recording falsified by the perspective of positive law
and Islamic law. Second, what is the judge's legal consideration of marriages with
falsified records. Third, what are the legal consequences of an unrecorded
marriage.

The research method used is descriptive analytical, which is a data analysis
that does not fall outside the scope of the sample which is a legal theory that is
generally applied to explain a set of data or show a comparison of data that has a
relationship with another set. The research location is at the Mataram Religious
Court and the resource personis the Judge. Data collection tools are document
studies and interviews. All data are analyzed qualitatively.

Based on the results of the study shows: First, marital status with falsified
(casuistry) registration in the perspective of a judge is valid and has legal force.
However, there are negative implications for the non-fulfililment of the wife's rights
due to divorce, if the Marriage Certificate Citation that has been terminated by the
District Court is not legally valid / false as evidence in divorce cases in religious
courts. Secondly, Hakim at the Religious Court in its legal considerations stated that
although the marriage certificate was forged, it was made knowingly and knowingly
together. The two admitted that they had lived together as husband and wife for 21
years and that the document, although fake, was already used in civil matters. The




Mataram District Court Judge in his legal considerations as corroborated by the
Mataram High Court decision is a judgment on the existence of an alleged unlawful
act in the form of a fake marriage certificate, not a judgment that invalidates the
marriage because the District Court is not the Court that has the authority to decide it.
As for the legal consequences of marriages performed without any registration, the
state cannot provide legal protection regarding marital status, common property and
other rights unless there is material truth that can be proved at trial.

Keywords: Marriage, False Records, Positive Law, Islamic Law
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